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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1.
Sejarah Singkat  Direktorat Metrologi Bandung


Direktorat Metrologi adalah institusi yang menangani kegiatan metrologi legal di bawah Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan. Metrologi Legal ( Legal Metrology atau Metrologie Legale ) adalah metrologi yang berhubungan dengan satuan-satuan, cara-cara, atau metode-metode pengukuran alat-alat ukur, timbangan dan perlengkapannya ( UTTP ), serta peraturan-peraturan pelengkap yang ditetapkan dalam pengawasan dan kebenaran pengukuran.


Kegiatan metrologi legal di Indonesia secara resmi dimulai sejak tahun 1923 yaitu mulai diberlakukannya Ordonansi Tera 1923, tanggal 2 Februari 1923, yang kemudian setelah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, tanggal 1 April 1981.


Secara kronologis sejarah perkembangan Direktorat Metrologi dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tanggal 23 Februari 1923, Ordinansi Tera 1923 Stbl No. 57 berlaku, bersamaan dengan dibentuknya Diesnt Van Het Ijkwesen ( Jawatan Tera ), masa transisi pelaksanaan undang-undang adalah 10 tahun.

2. Tanggal 1 Januari 1928, Ordonansi Tera 1928 Stbl No. 255 berlaku antara lain merubah masa transisi pelaksanaan Ordonansi Tera 1923 menjadi 15 tahun.

3. Tanggal 1 Januari 1938, dilenyapkannya secara hukum sistem ukuran-ukuran lama (kuno)  di Indonesia.

4. Tanggal 12 Juli 1949, Ordonansi Tera 1949 Stbl No. 175 berlaku sebagai ganti undang-undang tera sebelumnya yang perlu disempurnakan sesuai perkembangan zaman.

5. Tanggal 21 Desember 1954, nama Jawatan Tera diganti menjadi Jawatan Metrologi dengan pertimbangan antara lain tugas Jawatan Tera tidak hanya pekerjaan menera dan menera ulang ukuran-ukuran dan timbangan yang digunakan dunia perniagaan, tetapi pekerjaannya meluas sampai lapangan pekerjaan penyelidikan mengenai teknik mengukur atas dasar pengetahuan dan perniagaan.

6. Tanggal 12 November 1962, nama Jawatan Metrologi diganti menjadi Direktorat Metrologi.

7. Tanggal 11 September 1968, nama Direktorat Metrologi diganti menjadi Direktorat Metrologi, Standarisasi, dan Normalisasi.

8. Tanggal 29 Mei 1975, nama Direktorat Metrologi, Standarisasi, dan Normalisasi diganti kembali  menjadi Direktorat Metrologi.

9. Tanggal 1 April 1981, Ordonansi Tera 1949 diganti dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1981 dengan pertimbangan perkembangan Sistem Internasional.
Tabel Sejarah Perundangan dan Institusi Direktorat Metrologi

	Sejarah Perundang-Undangan Dan Institusi

Direktorat Metrologi

	PERUNDANG-UNDANGAN

Ordonansi Tera 1923

24 Februari 1923

(Mulai berlaku system metric di Indonesia dengan Masa Transisi 10 tahun)
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	Institusi

Jawatan Tera

(Dienst Van Het Ijkwezen)

	Ordonansi Tera 1928

STB. No. 255

1 Januari 1928



	Dienst Van Het Ijkwezen

	Gouverment Besluit No. 21

9 Maret 1933

STBL. No. 103

(Perpanjangan masa transisi dari 10 tahun menjadi 15 tahun)


	Dienst Van Het Ijkwezen

	1 Januari 1928

(Hari berakhirnya penggunaan system satuan non metric di Indonesia/secara resmi berlaku Sistem Metrik di Indonesia)



	Dienst Van Het Ijkwezen

	Ordanansi Tera 1949

STBL. No. 175

1 Juli 1949

(Pergantian Ordonansi Tera sebelumnya yang perlu disempurnakan



	Dienst Van Het Ijkwezen

	21 Desember 1954



	Jawatan Metrologi

	November 1968



	Direktorat Metrologi

	11 September 1968



	Direktorat Metrologi, Standarisasi dan Normalisasi



	29 Mei 1975


	Direktorat Metrologi dan Direktorat Standarisasi




	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

2 Tahun 1981

Tentang bMetrologi Legal 

(LNRI TH. 1981 No. 3193) 

1 April 1981
	Direktorat Metrologi


Indonesia menjadi anggota Organisasi International do Metrologie Legale (OIML) sejak tahun 1960 dan menjadi anggota Asia Pasific Legal Metrologi Forum (APLMF) sejak pembentukannya pada tahun 1994.


Sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M/Per/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan, Direktorat Metrologi mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, pengawasan, serta evaluasi di bidang kemetrologian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat  Metrologi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana dan kerjasama kemetrologian, standar ukuran dan laboratorium, teknik kemetrologian, sumber daya manusia, serta pengawasan dan penyuluhan kemetrologian.

2. Penyiapan, perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang sarana dan kerjasama kemetrologian, standar ukuran dan laboratorium, teknik kemetrologian, sumber daya manusia kemetrologian, serta pengawasan dan penyuluhan.

3. Pelaksanaan bimbingan dan pelaksanaan teknis di bidang sarana dan kerjasama kemetrologian, sumber daya manusia kemetrologian, pengawasan dan penyuluhan kemetrologian.

4. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di bidang sarana dan kerjasama kemetrologian, standar ukuran laboratorium, teknik kemetrologian, sumber daya manusia kemetrologian, serta pengawasan dan penyuluhan kemetrologian.

5. Pelaksanaan urusan tata usaha persuratan dan rumah tangga Direktorat Metrologi
2.1.1.
Visi, Misi, dan Motto Direktorat Metrologi

2.1.1.1. Visi


Visi Direktorat Metrologi yaitu “Terwujudnya sistem metrologi legal yang efektif guna meningkatnya daya saing barang dan jasa serta perlindungan  produsen dan konsumen di era pasar global”. 
2.1.1.2. Misi 


Pada dasarnya misi merupakan penjabaran dari visi yang lebih aplikabel sifatnya, yaitu sebagai pedoman untuk implementasi secara pragmatis dari kebijakan yang akan diambil dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan program. 


Dalam proses mewujudkan visi tersebut di atas maka misi Direktorat Metrologi adalah:

1. Mengembangkan sarana, kelembagaan, dan pelayanan serta meningkatkan kerjasama kemetrologian. 

2. Mengembangkan dan membina sarana dan prasarana standar ukuran dan laboratorium kemetrologian

2. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana teknik kemetrologian.

3. Meningkatkan dan mengembangkan jumlah dan mutu SDM kemetrolgian berbasis kompetensi.

4. Meningkatkan dan mengembangkan pengawasan dan penyuluhan kemetrologian.
2.1.1.3. Motto
Motto Direktorat Metrologi yaitu “Bancana Prakarana Pralaya Kapradana”, yang berarti “Mengurangi Takaran / Ukuran Menghilangkan Kepercayaan”.
2.1.1.4. Logo Direktorat Metrologi
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Gambar 2.1
Logo Direktorat Metrologi Bandung

Keterangan :

1.  Ilustrasi dari lengan balok yang sama member arti dalam kondisi stabil yang terisi oleh anak timbangan standard dan beban, yang member pesan pengukuran dan keadilan sebagai misi Direktorat Metrologi.

2.  Bentuk huruf “X” dan segi empat panjang dibawah adalah standar meter (sebagai standar untuk unit dasar panjang) dengan format “X” dan standar kilogram (sebagai standar untuk unit dasar kuantitas massa) dengan format silinder sama sisi, kedua standar sudah menjadi prinsip dasar untuk memelihara pengukuran di Indonesia.

3. 
Format lingkaran menandakan stabilitas yang bergerak dengan pasti dan secara terus-menerus.

4. Tulisan “Bantjana Patakaran Pralaja Kapradaan”, memberi arti : Memperdaya Ukuran, Menghilangkan Kercayaan
2.2. Struktur Organisasi Direktorat Metrologi
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Gambar 2.2
Struktur Organisasi Direktorat Metrologi Bandung

Keterangan:

Struktur organisasi Direktorat Metrologi terdiri dari:

1. Sub Direktorat Sarana dan Kerjasama Kemetrologian

2. Sub Direktorat Standar Ukuran dan Laboratorium Kemetrologian

3. Sub Direktorat Teknik Kemetrologian

4. Sub Direktorat Sumber Daya Manusia Kemetrologian

5. Sub Direktorat Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian

6. Sub Bagian Tata Usaha

2.3.
Deskripsi Jabatan Direktorat Metrologi Bandung

Deskripsi jabatan Direktorat Metrologi Bandung adalah sebagai berikut:

1. Sub Direktorat Sarana dan Kerjasama Kemetrologian


Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria, prosedur, bimbingan, dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi di bidang sarana dan kerja sama kemetrologian.

Sub Direktorat Sarana dan Kerjasama Kemetrologian terdiri dari:

a. Seksi Piranti Kemetrologian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria, prosedur, bimbingan, dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di bidang piranti kemetrologian.

b. Seksi Kerjasama Kemetrologian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria, prosedur, bimbingan, dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di bidang kerja sama kemetrologian nasional dan internasional.

2. Sub Direktorat Standar Ukuran dan Laboratorium Kemetrologian

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria, prosedur, bimbingan, dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi di bidang standar ukuran dan laboratorium kemetrologian.

Sub Direktorat Standar Ukuran dan Laboratorium Kemetrologian terdiri dari:

a. Seksi Standar Massa, Listrik, Tekanan, dan Suhu

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria, prosedur, bimbingan, dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di bidang standar massa, listrik, tekanan, dan suhu.

b. Seksi Standar Alat Ukur Arus, Panjang, dan Volume

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria, prosedur, bimbingan, dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di bidang standar alat ukur arus, panjang, dan volume.

3. Sub Direktorat Teknik Kemetrologian

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria, prosedur, bimbingan, dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi di bidang teknik kemetrologian.

Sub Direktorat Teknik Kemetrologian terdiri dari:

a. Seksi Massa, Alat Ukur Listrik, Tekanan, dan Suhu

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria, prosedur, bimbingan, dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di bidang massa, alat ukur listrik, tekanan, dan suhu.

b. Seksi Alat Ukur Arus, Panjang, dan Volume

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria, prosedur, bimbingan, dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di bidang alat ukur arus, panjang, dan volume.

4. Sub Direktorat Sumber Daya Manusia Kemetrologian

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria, prosedur, bimbingan, dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi di bidang sumber daya manusia kemetrologian.
Sub Direktorat Sumber Daya Manusia Kemetrologian terdiri dari:

a. Seksi Fasilitasi Tenaga Fungsional Kemetrologian dan Pegawai Berhak

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria, prosedur, bimbingan, dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di bidang fasilitasi tenaga fungsional kemetrologian dan pegawai berhak.

b. Seksi Fasilitasi Tenaga Non Fungsional Kemetrologian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria, prosedur, bimbingan, dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di bidang fasilitasi tenaga non fungsional kemetrologian.
5. Sub Direktorat Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria, prosedur, bimbingan, dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi di bidang pengawasan dan penyuluhan kemetrologian.

Sub Direktorat Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian terdiri dari:

a. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP)

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria, prosedur, bimbingan, dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di bidang pengawasan dan penyuluhan UTTP.

b. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) Kemetrologian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria, prosedur, bimbingan, dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di bidang pengawasan dan penyuluhan BDKT Kemetrologian.

6. Unit Pelayanan Teknis Direktorat Metrologi

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria, prosedur, bimbingan, dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi di bidang pelayanan teknis kemetrologian.

7. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas:

a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas.

b. Menyusun rencana dan program Ketatausahaan Direktorat Metrologi, antara lain kepegawaian, keuangan, dan pengolahan rumah tangga baik kegiatan rutin maupun pembangunan.

c. Mendistribusikan tugas, memberi bimbingan dan petunjuk dalam rangka pelaksanaan rencana atau program ketatausahaan.

d. Mengatur, mengkoordinasi, dan mengendalikan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan rumah tangga serta pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan penataan arsip.

e. Menelaah hasil pelaksanaan ketatausahaan, antara lain meliputi faktor pendukung dan penghambat serta menyusun saran pemecahan dan perbaikan.

f. Mengevaluasi dan menganalisa data atau informasi ketatausahaan dalam rangka penyusunan program dan pelaporan.  

Dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan, Sub Bagian Tata Usaha membawahi urusan-urusan sebagai berikut:
a. Urusan Kepegawaian 

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Tata Usaha urusan kepegawaian. Urusan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menghimpun dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas.

2. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rencana atau program kepegawaian Direktorat Metrologi, antara lain tentang kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, mutasi, DP3, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), cuti pegawai, pendidikan latihan pegawai, dan lain-lain.

3. Mendistribusikan tugas, memberi bimbingan dan petunjuk pelaksanaan rencana atau program kepegawaian.

4. Mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan kepegawaian.

5. Mengumpulkan, menghimpun, dan mempersiapkan data atau informasi kepegawaian dalam rangka penyusunan program dan pelaporan.

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Urusan Keuangan 

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tata usaha urusan keuangan. Urusan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menghimpun dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas.

2. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana atau program di bidang keuangan Direktorat Metrologi, antara lain penyusunan anggaran rutin dan pembangunan, pengelolaan uang tera serta tata laksana kegiatan keuangan.

3. Mendistribusikan tugas, memberi bimbingan dan petunjuk pelaksanaan rencana atau program keuangan.

4. Mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tata usaha dan tata laksana keuangan.

5. Mengumpulkan, menghimpun, dan mempersiapkan data atau informasi keuangan dalam rangka penyusunan program dan pelaporan.

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

c. Urusan Umum

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tata usaha urusan umum. Urusan umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menghimpun dan memahami perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas.

2. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana atau program di bidang umum, antara lain kebutuhan perlengkapan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan pemeliharaan dan penataan arsip.

3. Mendistribusikan tugas, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan rencana atau program urusan umum.

4. Mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan umum.

5. Mengumpulkan, menghimpun, dan mempersiapkan data atau informasi urusan umum dalam rangka penyusunan program dan pelaporan.

6. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
2.4.
Aspek Kegiatan Direktorat Metrologi


Aspek kegiatan pada Direktorat Metrologi adalah sebagai berikut:

1. Sub Direktorat Sarana dan Kerjasama Kemetrologian

1. Menyusun Revisi PP tentang PP No. 2 tahun 1985, PP No. 39 tahun 2003,  dan peraturan perundangan lainnya

2. Menyusun Peraturan Menteri tentang cap Tanda Tera

3. Menyusun draft Kepmen tentang pengujian perangkat pencatat pembicaraan telepon pada wartel

4. Menyusun draft Kepmen tentang peneraan alat ukur kesehatan 

5. Menyusun pedoman tata laksana kerjasama antara unit Metrologi Daerah dengan PDAM 

6. Mendukung program pengembangan Standarisasi Metrologi Legal (SML) bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) 

7. Menyelenggarakan kesekretariatan Working Group Legal Metrology (WGLM) masa bakti 2005-2007 

8. Mengikuti sidang regional maupun internasional 

9. Mengikuti workshop/simposium/training di luar negeri 

10. Melaksanakan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral 

11. Melaksanakan sosialisasi Mutual Recognition Arrangement (MRA)

12. Menyelenggarakan Training for the Trainer Non Automatic Weighing Instruments (TOT NAWI) APLMF di Jakarta

13. Menyediakan iuran APLMF

14. Melaksanakan kunjungan kerja Ketua WGLM ke negara-negara anggota ASEAN 

15. Kerjasama pendidikan ke China, Rusia, dan Perancis serta training ke China, Jerman, Vietnam, dan Rusia

16. Melaksanakan kerjasama survey dengan BPS

17. Melaksanakan kerjasama peneraan alat ukur kesehatan

18. Melaksanakan kerjasama peneraan meter pulsa

19. Melaksanakan kerjasama peneraan meter air

20. Melaksanakan kerjasama dengan  instansi atau lembaga lainnya

21. Melaksanakan perencanaan cap Tanda Tera, cap Metrologi, stiker Jaminan

22. Melaksanakan evaluasi dan monitoring penggunaan cap Tanda Tera

23. Menyelenggarakan Pertemuan Teknis Kemetrologian

24. Menyelenggarakan Forum Konsultasi Kemetrologian 

25. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Otonomi Daerah di bidang Metrologi Legal (Pasca UU No.32)

26. Membuat aplikasi Metrologi Legal berbasis internet

27. Mengembangkan perpustakaan Direktorat Metrologi

28. Menyelenggarakan sosialisasi peyunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis (juklak/juknis) peraturan perundangan di bidang Kemetrologian

2. Sub Direktorat Standar Ukuran dan Laboratorium Kemetrologian

1. Menyusun draft PP standar nasional satuan massa prototype K46
2. Menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) No. 2 tahun 1989 tentang Standarisasi Nasional Satuan Ukuran

3. Menyusun RPP tentang Lembaga Metrologi Nasional

4. Menyusun Ketentuan Syarat-Syarat Teknis (KST) tentang Bejana Ukur Standar Massa dan Meter Prover
5. Menyusun KST standar panjang dan meter gas

6. Menyusun program verifikasi standar massa, panjang, dan volume untuk sepuluh daerah

7. Menyusun KST standar tekanan dan suhu

8. Merevisi PP  No. 10 tahun 1987 tentang satuan Satuan Internasional (SI) dan satuan turunan

9. Merevisi PP No. 2 Tahun 1989

10. Melakukan harmonisasi standar massa di Korea

11. Memverifikasi standar ukuran milik pusat dan daerah

12. Memverifikasi standar massa, volume, dan  panjang di 10 daerah

13. Merekalibrasi standar listrik dan pengambilan standar massa prototype K46 ke Perancis

14. Mengkalibrasi standar nasional tingkat II meter kWh

15. Menginterkomparasi massa, listrik, dan panjang

16. Menginterkomparasi massa, volume, dan listrik se-Sulawesi

17. Menginterkomparasi massa, volume, dan listrik se-Sulawesi

18. Menginterkomparasi massa, volume, dan listrik se-Kalimantan

19. Menginterkomparasi massa, volume, dan listrik untuk wilayah Sumatera dan Jawa

20. Menginterkomparasi standar nasional massa dengan National Metrology Institute (NMI) Australia Surfallen Laboratorium Ditmet

21. Melakukan penilaian 10 laboratorium bekerja sama dengan Kantor Akreditasi Nasional (KAN)

22. Melakukan penilaian laboratorium di 10 kantor Metrologi Daerah 

23. Mengakreditasi  pengembangan laboratorium Direktorat Metrologi

24. Melakukan riset terpadu dengan NMI Belanda untuk interkomparasi massa dan panjang

25. Melakukan pembinaan di bidang pengelolaan standar dan laboratorium

26. Melakukan pembinaan pengelolaan standar untuk daerah Sumatera dan Sulawesi

27. Melakukan pembinaan pengelolaan standar dan laboratorium di Maluku, Papua, Bali, NTB, dan NTT 

28. Menyelenggarakan workshop pembentukan NMI di Indonesia

29. Menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan standar dan laboratorium terhadap perusahaan UTTP

30. Menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan standar dan pengembangan laboratorium massa

31. Menyelenggarakan sosialisasi revisi Rancangan Ketentuan Peraturan Pemerintah (RKPP) No. 2 tahun 1989

32. Menyelenggarakan sosialisasi RPP tentang Lembaga Metrologi Nasional

33. Menyelenggarakan sosialisasi revisi PP No. 10 tahun 1987

34. Melaksanakan desiminasi prototype K46
35. Mengikuti sidang Asia Pacific Metrology Program (APMP) di Korea, India, Australia, dan lain-lain
36. Melakukan kerjasama dengan NMI Belanda untuk interkomparassi massa dan panjang

37. Melakukan kerjasama dengan NMI Korea untuk besaran massa dan panjang

38. Melakukan pengadaan standar

39. Melakukan perencanaan pengadaan standar resistor, arus, panjang, dan volume

40. Melaksanakan pemeliharaan laboratorium dan standar ukuran milik pusat 

3. Sub Direktorat Teknik Kemetrologian

1. Menyusun  Ketentuan Syarat-Syarat Teknis (KST)

2. Menyusun peraturan Tekhnik Kemetrologian

3. Menguji kebenaran dan kelengkapan penggunaan flow meter
4. Melakukan penelitian metode Measuring Moisture for Oliseed Grain

5. Melakukan penelitian metode pengamanan UTTP elektronik

6. Melakukan penelitian metode peneraan ultrasonik flow meter
7. Melakukan penelitian metode  mechanical dan vibration test untuk UTTP Elektronik

8. Melakukan penelitian metode rekonsiliasi data pengukuran transaksi gas internasional

9. Melakukan penelitian metode aspek legal telemetri (secada system)

10. Melakukan penelitian metode sistem akuisisi data Ijin Tipe (IT) dan Ijin Tanda Pabrik (ITP) terintegrasi database sistem informasi   

11. Melakukan penelitian metode rekonsiliasi data pengukuran transaksi BBM internasional

12. Melakukan penelitian metode Performance Test UTTP elektronik

13. Melakukan penelitian metode implementasi RFID untuk sistem akuisisi data IT dan ITP

14. Melakukan penelitian metode measure content of gas use gas chromatpgraph in gas transaction

15. Melakukan penelitian metode characteristic instrinsic dan hysterisis error of gas analyzes untuk transaksi gas

16. Melakukan penelitian metode automatic level gauge for measuring the level of liquid in fix storage tank.

17. Melakukan penelitian metode verification methods for hardness testing machine

18. Melakukan perancangan dan implementasi sistem telemetri (secada system)

19. Melaksanakan sistem akuisisi data IT dan ITP
20. Membuat buku data IT dan kumpulan peraturan teknik kemetrologian

21. Menyelenggarakan workshop terhadap produsen dan importir UTTP

22. Menyelenggarakan sosialisasi teknis operasional kemetrologian
23. Menyelenggarakan pertemuan berkala dengan pengusaha UTTP

24. Melaksanakan pembinaan terhadap produsen dan importir reparatir UTTP

25. Melaksanakan pembinaan metode pengamanan UTTP elektronik

26. Melaksanakan pembinaan UTTP bidang migas 

27. Melaksanakan kerjasama dalam bidang UTTP dengan instansi terkait

28. Melakukan evaluasi teknik kemetrologian

29. Melakukan evaluasi pelayanan operasional teknis kemetrologian

30. Melakukan evaluasi IT dan ITP

4. Sub Direktorat Sumber Daya Manusia Kemetrologian

1. Menyusun petunjuk teknis jabatan fungsional penera

2. Menyusun Peraturan Menteri mengenai jabatan fungsional pengelola standar dan laboratorium

3. Menyusun sistem dan kurikulum pendidikan dan pelatihan (diklat) kemetrologian

4. Menyusun draft SK Menpan tentang jabatan fungsional pengawasan dan penyuluhan kemetrologian
5. Menyusun pedoman penilaian dan penetapan angka kredit  fungsional kemetrologian di bidang pengelola laboratorium dan standar serta pengawas/penyuluhan kemetrologian

6. Menyusun dan melakukan observasi sistem diklat kemetrologian di Jerman, Perancis, Jepang, dan Australia
7. Menyusun draft pedoman penyelenggaraan pelatihan Manajemen Operasional Kemetrologian

8. Menyusun Pedoman Upgrading Pegawai Berhak

9. Menyusun Pedoman Standar Kompetensi Pejabat Fungsional Penera

10. Menyusun Pedoman Pelaksanaan Diklat Kemetrologian Bagi Dunia Usaha

11. Menyusun draft Pedoman Etika Profesi Penera

12. Menyelenggarakan workshop atau seminar kurikulum diklat Metrologi untuk penera

13. Menyelenggarakan sosialisasi juknis jabatan penera

14. Menyelenggarakan in house training atau seminar di bidang Metrologi Legal

15. Menyelenggarakan in house training di bidang perdagangan

16. Melaksanakan pelatihan Manajemen Operasional Kemetrologian

17. Melaksanakan pelatihan Teknik Kemetrologian di tempat kerja

18. Melaksanakan pelatihan Tenaga Pengawas Kemetrologian

19. Melaksanakan pelatihan Tenaga Pengelola Standar dan Laboratorium 
20. Melaksanakan pelatihan Kemetrologian Bagi Dunia Usaha

21. Melaksanakan pelatihan Tim Penilai Jabatan Fungsional Penera

22. Mengikutsertakan pelatihan teknik pengukuran alat ukur di dalam negeri

23. Mengikutsertakan kursus bahasa Inggris, Perancis, dan Jepang di dalam negeri

24. Mengikutsertaan pelatihan ke luar negeri

25. Mengikutsertaan pelatihan assessor (tenaga ahli kalibrasi)

26. Melaksanakan Training for the Trainer (TOT) pengajar kemetrologian

27. Melaksanakan ujian kompetensi pegawai berhak

28. Membuat data SDM Metrologi Legal

29. Mengevaluasi pelaksanaan diklat

30. Mengevaluasi Daftar Usulan Pelaksanaan Angka Kredit (Dupak) dan Jabatan Fungisonal Kemetrologian

31. Melakukan kajian Akademik tentang Pendirian Strata Satu

32. Membentuk Pendidikan Strata Satu Metrologi.     
5. Sub Direktorat Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian

1. Menyusun ketentuan pengawasan UTTP timbangan dan sosialisasi ke daerah

2. Menyusun ketentuan pengawasan BDKT makanan dan sosialisasi ke daerah

3. Menyusun ketentuan pengawasan BDKT LPG dan sosialisasi ke daerah

4. Menyusun ketentuan pengawasan pompa ukur BBM dan sosialisasi ke daerah
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